




A. Latar Belakang Masalah 
 
Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma pembangunan yang ideal 
yang sudah lama diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan 
masyarakat. Dasar tujuannya jelas, pemberdayaan masyarakat di arahkan untuk 
menanggulangi masalah kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan, dan 
mengangkat derajat orang miskin sesuai dengan tujuan negara sebagaimana yang 
telah diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD NRI 19945) yaitu memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa.  
Pemberdayaan utamanya ditujukan kepada masyarakat desa karena 
masyarakat desa selama ini menjadi indikator dan fokus utama dalam mencapai 
tujuan peningkatan kesejahteraan secara nyata. Dalam Bab I, Pasal 1 Nomor 8 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa, 
pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dalam Pasal 1 
Penjelasan 12, menjelaskan mengenai pemberdayaan sebagai upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat desa. 
Namun nyatanya, pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah belum 
dapat memberi dampak yang signifikan dalam mensejahterakan masyarakat desa. 
Perihal tersebut dapat dilihat dari data yang di keluarkan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS), walaupun dari sisi jumlah kemiskinan di pedesaan menurun, 
namun secara persentase penduduk miskin meningkat. Pada bulan Maret 2015 
persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 14,21%, lalu turun pada September 
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2015 menjadi 14,09%, kemudian naik 0,02%, di bulan Maret 2016 menjadi 
14,11%. Bila mengacu data Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus menurun dari 
102,55 pada Januari 2016 menjadi 101,47 pada Juni 2016 maka wajar jika 
persentase kemiskinan di perdesaan meningkat, karena usaha pertanian menurun. 
(Sumber:https://www.bps.go.id/index.php/pencarian?searching=kemiskinan&yt1=
Cari, diakses pada 15 April 2017) 
Perihal di atas, tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai negara 
berkembang yang sering dihadapkan pada pilihan sulit, di satu sisi memiliki 
kewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan 
mensejahterkan rakyat Indonesia sebagai kewajiban konsitusional, namun di sisi 
lain juga mewajibkan negara untuk terus melakukan pembangunan yang mau 
tidak mau harus melibatkan swasta. Meskipun keduanya seharusnya tidak 
dipertentangkan, namun pengalaman pemerintahan-pemerintahan terdahulu 
memperlihatkan bagaimana pilihan kebijakan tidak selalu memberikan keadilan 
bagi rakyat kecil. Sebagai contoh lahirnya UU No.1/1967 dan UU No.8/1968 pada 
era Orde Baru yang membuka pintu bagi penanaman modal asing karena undang-
undang tersebut menjadi pilar dasar dalam memberikan dasar hukum bagi 
mobilitas modal asing ke Indonesia, hingga ke pedesaan.  
Pilihan-pilihan tersebutlah yang kemudian membawa Indonesia pada 
skema pembangunan yang berhaluan pada kapitalistik dengan dibukanya investor 
asing berskala global untuk membangun industri dan mulai mengeksploitasi 
sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia  yang mana sedikit banyak 
menghambat tujuan negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 
di atas. Tujuan untuk mensejahterakan rakyat, hanya terkesan sebagai angan-
angan yang belum jelas pengimplementasiannya. Model pembangunan ini pula 
yang menjadi salah satu penyebab tujuan dari konsep pemberdayaan masyarakat 
yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya tercapai. Tidak heran jika 
kemiskinan di pedesaan masih belum teratasi dengan baik. 
Kemiskinan di pedesaan merupakan salah satu masalah kemiskinan yang 
terus dihadapi oleh Indonesia. Masyarakat pedesaan yang sebagian besar 
menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, tidak serta merta membuat 
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mereka memiliki kehidupan yang jauh dari jurang kemiskinan. Perihal tersebut 
diakibatkan adanya ketimpangan-ketimpangan penguasaan lahan yang 
mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ketimpangan ini mengakibatkan 
banyaknya masyarakat yang tidak bertanah atau tidak memiliki lahan pertanian. 
Luas lahan pertanian yang semakin menyempit menjadi penyebab utama 
munculnya petani-petani miskin dan meningkatnya persentasi kemiskinan pada 
masyarakat pedesaan. 
Sementara itu menurut Fakhruksyah Mega (2004: 58-59), kemiskinan 
yang terjadi disebabkan dua hal, pertama akses masyarakat pedesaan yang 
sebagian besar bergerak di sektor pertanian terhadap sumber produksi (tanah dan 
pasar) terhambat dan tidak adanya regulasi yang melindungi mereka. Kedua, 
Indonesia terjerat utang atau Severely Indebted and Low Income Countries 
(SILIC). Indonesia dan rakyatnya dimiskinkan secara struktural (perampasan daya 
kemampuan) karena pembangunan infrastruktur sosial dan pinjaman/hutang luar 
negeri yang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat pedesaan 
maupun dampak terhadap kebijakan makro ekonomi. Kemiskinan yang bersumber 
dari ketiadaan akses masyarakat desa terhadap tanah atau sumber-sumber agraria 
menjadi potret yang paling sering disajikan bahkan hingga kini.  Perihal yang 
sama juga dikemukakan oleh Yayasan AKATIGA dalam Maguantara 
(Rejekiningsih, 41: 2016) menyatakan bahwa “Di negara-negara agraris seperti 
Indonesia, penyebab kemiskinan dan kurang pangan yang utama adalah 
rendahnya akses penduduk pedesaan terhadap tanah”. 
Jadi, masalah kemiskinan di pedesaan mempunyai hubungan dengan 
masalah-masalah agraria. Menurut Syahyuti (2006: 54), asumsi dasar yang 
melandasinya adalah karena sebagian besar penduduk desa masih 
menggantungkan hidupnya pada tanah. Dalam kondisi demikian, penataan 
penguasaan tanah yang lebih adil dan pemerataan akses terkait pengelolaan tanah 
tersebut kepada masyarakat merupakan instrumen yang esensial untuk 
menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan penghasilan di pedesaan.  
Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini masyarakat Indonesia memiliki 
keterkaitan yang kuat terhadap tanah (agraria). Tidak hanya sebagai alat untuk 
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mencari penghidupan dan mata pencaharian, namun tanah juga berhubungan 
dengan identitas diri seseorang dalam masyarakat, dan menaikkan nilai tawar 
mereka di dalam masyarakat. Keterkaitan inilah yang kemudian menjadi rancu 
apabila pembangunan tidak mengindahkan nilai keadilan dan menimbulkan 
ketimpangan pengusaan lahan. Bukan tidak mungkin jumlahnya akan terus 
meningkat apabila tidak ada upaya terstruktur dari pemerintah untuk 
menanganinya. Keterkaitan antara keterbatasan atau bahkan ketiadaan akses 
terhadap tanah dengan kemiskinan telah banyak diungkapkan, misalnya dalam 
kajian Bank Dunia sebagaimana dikutip Mulyani, dkk (2011: 7), “dimana 
lemahnya kepastian penguasaan dan pemilik tanah dapat berujung pada kegagalan 
pemilikan tanah dan modal menjadi salah satu penyebab dasar kemiskinan”.  
Sementara itu, hasil survei SDP/SAE tahun 2008 (Studi Dinamika 
Pedesaan/Survai Agro Ekonomi) di sejumlah desa sampel di Jawa menyatakan 
“semakin besar luas tanah milik, semakin besar pula pendapatan rata-rata per 
rumah tangga” (Wiradi, 2009: 74). Hal ini menunjukan bahwa pendapatan rata-
rata masyarakat pedesaan dari sektor pertanian, dan mereka yang memiliki tanah 
yang luaslah yang mempunyai jangkauan lebih besar kepada sumber-sumber 
pendapatan. Perihal tersebut dapat disimpulkan bahwa, apabila masyarakat desa 
mendapatkan keadilan akses dan kepemilikan tanah yang merata dan luas, bisa  
berdampak pada berkurangnya masyarakat pedesaan yang miskin. Namun, selama 
ini keadilan akses untuk kepemilikan tanah masih sulit mereka dapatkan. Hal 
tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah konflik agraria sebagaimana data 
yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (Catatan Akhir, 2016: 
3-5) bahwa sepanjang tahun 2016 sedikitnya terjadi 450 konflik agraria dengan 
luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK (Kepala Keluarga) 
yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Terjadi kenaikan mencapai hampir 
dua kali lipat dibandingkan tahun 2015 yang tercatat hanya 252 konflik. 
Dalam menyikapi masalah-masalah tersebut, sangat relevan apabila ada 
lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat mau dan berani 
melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan. 
Organisasi sipil sendiri menurut Hagul (1985: 139) “sebagai organisasi 
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masyarakat bergiat atas motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran 
solidaritas sosial”. Organisasi sipil dikenal sebagai gerakan yang muncul dari 
ranah sipil dan terorganisir dengan baik, di mana rencana aksi kolektif terwujud 
pada perancangan kegiatan nyata langsung pada masyarakat.  
Lebih lanjut Hagul (1985: 142) menjelaskan bahwa organisasi sipil dapat 
bergerak secara lentur atau fleksibel karena tidak adanya beban birokrasi yang 
berlebihan serta mampu mengakomodasi inisiatif-inisiatif lapisan bawah. Atas 
penjelasan Hagul tersebut, diharapkan organisasi sipil menjadi lembaga yang terus 
menciptakan ide, gagasan dan eksperimen baru yang orisinil dan inovatif dalam 
menangani masalah kependudukan. 
Berkaitan dengan masalah kemiskinan yang di sebabkan karena ketidak 
adilan penguasaan dan akses terhadap tanah, dewasa ini telah berkembang usaha-
usaha pemikiran dan kebijakan-kebijakan dari organisasi sipil untuk menangani 
masalah tersebut, yang salah satunya dari organisasi Konsorsium Pembaharuan 
Agraria (KPA). KPA merupakan organisasi yang berasaskan kedaulatan rakyat. 
Selain itu, KPA juga memiliki tujuan sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, 
dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat. Organisasi 
ini juga  mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak 
kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti reforma agraria. 
(Sumber: http://www.kpa.or.id/news/organisasi/profil-singkat-konsorsium-
pembaruan-agraria/, diakses pada 15 April 2017). Melihat asas yang dianut dan 
tujuan dari KPA tersebut, sudah barang tentu bahwa organisasi ini mempunyai 
peran dalam hal penanggulangan kemiskinan dengan berbagai kebijakan 
pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat yang dijalankan KPA diharapkan dapat 
memberikan solusi dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya kemiskinan 
pedesaan yang berkaitan dengan masalah agraria.  
Untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat desa, KPA perlu 
menjadikan pemberdayaan sebagai strategi yang harus diterapkan dengan tepat. 
Seperti yang diketahui bahwa arti strategi itu adalah “bentuk dari tujuan-tujuan, 
kebijakan utama, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, yang dipaparkan 
sedemikian rupa sehingga dapat menerangkan dalam usaha apa organisasi tersebut 
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bergerak atau seharusnya bergerak” Kennet Endrews dalam (Thomas Secokusumo 
1999: 10). Untuk itu perlu adanya sumber daya manusia yang memadai dalam 
menyusun suatu strategi, dalam hal ini adalah Konsorsium Pembaharuan Agraria.   
Strategi yang dilaksanakan KPA dalam memberdayakan masyarakat 
pedesaan, memiliki relevansi dengan salah satu domain pendidikan 
kewarganegaraan yaitu sosial kultural (social culture). Social culture merupakan 
konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat 
(Wahab dan Sapriya, 2011:97). Komponen tersebut secara koheren bertolak dari 
esensi dan bermuara pada upaya pengembangan warga negara yang baik (good 
citizens), yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai, 
sikap dan watak kewarganegaraan (civic disposition), dan keterampilan 
kewarganegaraan (civic skill).  
Relevansinya terletak pada  pemberdayaan masyarakat pedesaan yang 
dilakukan oleh KPA. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat, KPA memiliki 
peran sebagai warga negara untuk ikut aktif berpartisipasi dalam menangani 
masalah-masalah nasional khususnya yang berhubungan dengan agraria. 
Partisipasi yang di tunjukan KPA harus di dasari atas kemampuan memonitoring 
program-program pembangunan yang melibatkan hak agraria masyarakat, hingga 
mampu mempengaruhi keputusan-keputusan pembangunan yang nantinya 
berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa, karena adanya keadilan dalam 
pemanfaatan sumber daya agraria.    
Selain itu di dalam pemberdayaan yang dijalankan oleh KPA 
menginterprestasikan adanya keinginan dari KPA untuk melibatkan 
(menumbuhkan partisipasi) masyarakat dalam suatu program pemerintah 
khususnya yang berkaitan dengan reforma agraria, seperti yang di kemukakan 
oleh Mardikanto berikut : 
Pemberdayaan pada hakikatnya menyiapkan masyarakat agar mereka 
mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan 
kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup 
(kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, 




Partisipasi sendiri dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian 
dari civic skills yang disebut dengan civic participation skills. Dalam Winarno 
(2012: 150) dijelaskan bahwa selain pengetahuan dan intelektual, warga negara 
yang demokratis juga harus difokuskan pada keterampilan yang dibutuhkan untuk 
partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan 
dalam civil society. Keterampilan tersebut berupa keterampilan dalam 
berinteraksi, memonitoring hingga mempengaruhi proses-proses politik dan 
pemerintahan.  
Melihat uraian di atas, serta adanya relevansi antara pemberdayaan 
masyarakat desa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan oleh KPA dengan 
salah satu bagian dari civic skills yang merupakan komponen pendidikan 
kewarganegaraan yaitu civic participation skills maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian ini, karena masalah penanggunggulangan kemiskinan 
melalui strategi pemberdayaan sangat penting untuk di teliti dan diberikan 
rekomendasi perbaikan ke depan.  Perihal tersebut membuat penulis tertarik untuk 
menulis skripsi yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam 
Menanggulangi Kemiskinan sebagai Bentuk Civic Participation Skills (Studi 
pada Konsorsium Pembaharuan Agraria) ” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, terdapat permasalahan 
yang akan diangkat dan di bahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menanggulangi 
kemiskinan sebagai bentuk civic participation skills studi pada Konsorsium 
Pembaharuan Agraria? 
2. Bagaimana dampak pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dalam 
menanggulangi kemiskinan sebagai bentuk civic participation skills studi pada 
Konsorsium Pembaharuan Agraria? 
3. Bagaimana hambatan Konsorsium Pembaharuan Agraria dalam melaksanakan 




C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan daripada 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mendiskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam 
menanggulangi kemiskinan sebagai bentuk civic participation skills studi pada 
Konsorsium Pembaharuan Agraria. 
2. Untuk mendiskripsikan dampak pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa 
dalam menanggulangi kemiskinan sebagai bentuk civic participation skills 
studi pada Konsorsium Pembaharuan Agraria. 
3. Untuk mendiskripsikan hambatan Konsorsium Pembaharuan Agraria dalam 
melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Data serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang 
berhubungan dengan masalah tersebut, diharapkan dapat bermanfaat baik secara 
teoritis maupun secara praktis. Adapun penelitian ini mempunyai manfaat sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 
pengetahuan khususnya kajian ilmu pendidikan Kewarganegaraan dan 
bidang studi yang sesuai dengan penelitian ini. 
b. Sebagai dasar dan referensi dalam mengadakan penelitian yang relevan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya pengembangan 
daya fikir dan penerapan ilmu yang didapat, sebagai sarana pembelajaran 
untuk meningkatkan kemampuan di bidang pendidikan dalam masyarakat. 
b. Bagi Konsorsium Pembaharuan Agraria 
Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Organisasi 
Konsorsium Pembaharuan Agraria dalam merencanakan dan melaksanakan 
program penanggulangan kemiskinan. 
